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Abstrak: 
Dalam hukum Pidana ada dua hal penting dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (Actus Reus) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (mens-rea) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan utamanya yang dilakukan oleh korporasi, maka dalam bidang hukum berdampak pula pada perkembangan kejahatan maupun upaya penanggulangannya 

Dalam hukum pidana di negara-negara modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan. Bahkan di negara-negara Common Law System bukan hanya orang yang menjadi subyek hukum tetapi juga korporasi, karenanya korporasi  juga harus mempunyai pertanggungjawaban pidana. Untuk itulah timbul pertanyaan bagaimana terjadinya perkembangan sistem pertanggung jawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan yang dianut KUHP khususnya dalam peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korporasi ? Dan bagaimanakah  terjadinya penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana  korporasi ?

Bahwa KUHP yang menganut asas tidak ada pidana tanpa kesalahan adalah mutlak harus diberlakukan dalam pasal-pasal kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan terhadap pelanggaran tidak perlu ada unsur kesalahan. Dalam perkembangannya asas kesalahan sudah tidak lagi digunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Karenanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korporasi ada kecenderungan menerapkan penyimpangan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi. 

Dalam menerapkan asas kesalahan ada kecenderungan bahwa dalam mempertanggungjawabkan korporasi  tidak mutlak berlaku. Korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan. Dengan demikian korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Artinya untuk mempertanggungjawabkan korporasi asas tidak ada pidana tanpa kesalahan tetap tidak ditinggalkan. Atau dengan mendasarkan pada Identification Theory atau dengan adagium res ipsa loquitur.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana pemerintah kolonial Belanda yang dahulu diberlakukan seluruh wilayah Hindia Belanda, yang sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah dikodifikasi yaitu disusun dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bernama Wetboek van Straafrecht (WVS). Selanjutnya diberlakukan di Negara Indonesia berdasarkan asas Konkordansi, sehingga sekarang untuk seluruh wilayah Indonesia berlaku KUHP ( UU No 1 tahun 1946 jo. Swb. Ned. Indie ). Jadi nama KUHP adalah resmi yang tersebut dalam pasal VI UU tersebut. Dan seperti telah diketahui bahwa seperti Kerajaan Belanda maka system hukum Negara Indonesia juga menganut system hukum sipil (Civil Law System) yang selalu mendasarkan kepada Undang-Undang.

Dalam system hukum Civil Law system pengertian hukum Pidana adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan disertai ancaman pidana bagi barang siapa bersalah melanggar peraturan tentang perintah dan larangan tersebut. Dalam hukum Pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (Actus Reus) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalaan (mens-rea) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.


Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan yang berbunyi “Tidak dipidana, juka tidak ada kesalahan”, dalam bahasa belanda “Green Straf Zonder Schuld”, dalam bahasa Jerman “Keine Straf ohne Schuld”. Sedang dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi “Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea” (An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty). Dan meskipun asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP namun asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundangan. Buktinya dalam KUHP sendiri ada beberapa aturan mengenai tidak dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana misalnya : pasal 44 (mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab), pasal 48 (mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa/overmacht), ini adalah perwujudan asas tidak dipidana jika tak ada kesalahan tadi.


Pada prinsipnya andaikata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan perbuatan yang dia tidak tahu, bahkan tak mungkin mengetahuinya  bahwa perbuatannya merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan, seyogyanya daalam hal yang demikian si pelanggar diberi peringatan dahulu. Hal yang demikian ini sebenarnya juga telah dijalankan alat Negara kita, misalnya bila baru saja diadakan peraturan rambu-rambu jalan yang baru  sehingga banyak orang yang tidak mungkin tahu lebih dahulu maka biasanya pelanggar peraturan tersebut oleh polisis lalu lintas hanya diberi peringatan atas kekeliruannya tanpa membuat catatan bukti pelanggarannya (tilang).


Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik, disamping harus memenuhi unsure-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab, karenanya hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan.


Dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan maka dalam berbagai bidang juga megikuti diantaranya kejahatan dibidang ekonomi dan perdagangan, kejahatan penyelundupan, kejahatan penggelapan pajak, kejahatan penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang keuangan dan ekonomi, yang kesemuanya bentuk kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh korporasi.


Memperhatikan dampak negative dari pembangunan dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan tersebut, khususnya munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum di tujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangan yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subjek korporasi yang masih belum diakui dalam hukum pidana. Dan kalaupun korporasi diakui sebagai pelaku perbuatan pidana, bagaimana system pertanggungjawaban pidananya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai hati, perasaan dan kesaalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.


Dilain pihak dalam peraturan per-Undang-undangan tentang kejahatan korporasi ternyata banyak ditemukan system pertanggungjawaban pidana yang berbeda / lain dengan  pertanggungjawaban pidana yang menganut asas kesalahan yang berbunyi “Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan” tadi. Salah satu contah misalnya dapat kita lihat dari UU Nomor 23 tahun 2002 tantang Pengelolaaan lingkungan hidup yang mangatur system pertanggungjawaban mutlak (Strick Liability).

Munculnya berbagai system pertangungjawaban pidana seperti tersebut diatas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut dalam hukum pidana kita selama ini. Harus kita akui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahn dan yang mampu   bertanggungjawab.


Namun dipihak lain penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mau tidak mau juga akan berpengaruh terhadap hukum pidana. Apabila penyimpangan asas itu harus diterapkan akan timbul pertanyaan bagaiman sebenarnya terjadinya perkembangan system pertanggung jawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan tersebut khususnya dalam peraturan per-Undang-undangan tentang kejahatan korporasi. Dan apabila penyimpangan asas kesalahan itu memang terjadi dalam peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korporasi yang diadopsi dari Negara-negara Anglo Saxon yang menganut system hukum (kebiasaan, adat) Common Law System, maka apakah pijakan teori dan yang dapat dijadikan alasan pembenar terhadap model perkembangan pranata hukum berupa system pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korporasi untuk diterapkan di Indonesia.
B. Rumuan Masalah

Bertolak dari perbedaan system hukum antara civil law system dan Common Law System, yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana   yang berbeda yakni dalam Civiel Law Sistem mengenai pertanggungjawaban pidana, KUHP menganut asas kesalahan yang berbunyi “Tidak dipidana, juka tidak ada kesalahan”, dalam bahasa belanda “Green Straf Zonder Schuld sedangkan dalam Common Law Sistem ditemukan system pertanggungjawaban pidana yang berbeda / lain dengan  pertanggungjawaban pidana yang menganut asas kesalahan yang berbunyi “Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan” tadi. 
Berdasarkan uraian setiap alinea dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil suatu masalah yang di anggap sangat menarik yaitu :

Dilihat dari perbandingan hukum bagaimanakah  terjadinya perkembangan system pertanggung jawaban pidana di Indonesia yang mengadopsi dari dua system hukum yang berbeda yaitu KUHP yang menganut asas kesalahan dari Civiel Law Sistem dan Peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP yang menyimpang dari asas kesalahan yang dianut KUHPidana dari Common Law Sistem ?

PEMBAHASAN
Telah dijelaskan bahwa (KUHPidana) hukum pidana kita menganut asas kesalahan sebagai asas dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.  Namun dalam perkembangandan perjalanan sejarah Indonesia ternyata dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korporasi terdapat penerapan asas yang berbeda dari asas kesalahan tadi. Perkembangan system pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan ini juga terjadi dinegara-negara lain didunia baik Negara Civiel Law Sistem maupun Common Law Sistem.
Indonesia sebagai penganut Civiel Law system, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Namun dalam perkembangan praktek khususnya dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus diluar KUHPidana ternyata juga mengakui adanya penyimpangan terhadap asas tersebut. Hal itu terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut dibberlakukannya berbagai model atau system pertanggungjawaban pidana.

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat tanggapan beragam dari para ahli hukum ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum terhadap masalah penyimpangan ini terus berlanjut dengan argumentasi masing-masing. Selanjutnya untuk mencari titik temu kedua pendapat tersebut maka diperlukan suatu penelitian yang mendalam dengan mencari rasionalitas dibutuhkannya penyimpangan/pengecualian asas kesalahan dan mencari pijakan sebagai alasan /  dasar pembenar secara teoritis penerapan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korporasi.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada era sekarang ini sangat pesat, oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persaepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian inti dari nilai kesusilaan umum tadi tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan harta benda yang lain.
Menilik uraian diatas jelas bahwa soal pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa. Akan tetapi ia bersifat relative dan tidak konsisten. Dalam kaitan denan uraian itu pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip di atas.

Hukum Pidana Indonesia yang ada dalam KUHP pada dasarnya menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Namun dalam perjalanan sejarah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri asas kesalahan tidak dapat lagi di gunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana.

Untuk mengantisipasi kemajuan dan perkembangan tersebut dalam perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan diluar KUHP timbul pemikiran untuk menerapkan asas ketiadaan kesalahan sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia yang menganut Civiel Law Sistem tetapi penyimpangan asas kesalahan ini diadopsi dari Common Law Sistem.
Pada akhirnya ternyata dari perbandingan dua system hukum yang berbeda antara Civiel Law Sistem dan Common Law Sistem yang dalam system pertanggungjawaban pidananya juga sangat berbeda, di Indonesia dapat digunakan semuanya untuk untuk di adopsi dan melengkapi kekuarangan dalam hal system pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi.
SIMPULAN 
Dari keseluruhan uraian yang telah disajikan dalam tulisan ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menggambarkan perkembangan system pertanggungjawaban pidana dalam menetapkan system pertanggungjawaban pidana dalam hukum posistif, tampak jelas adanya kecenderungan untuk memperbaharui system pertanggungjawaban pidana dengan mengakui adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan yang diadopsi dari Common Law Sistem.

2. Dari perbandingan dua system hukum yang berbeda yaitu  Civiel Law Sistem dan Common Law Sistem dalam hal system pertanggungjawaban pidana maka perlu dilakukan suatu penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam hal apa sebenarnya yang menjadi landasan / pijakan teori sehingga hukum pidana (KUHP) Indonesia yang semula menganut asas kesalahan ternyata dalam perkembangannya dalam peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP mengakui adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan tersebut untuk diterapkan di Indonesia.
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